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1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah pembangunan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Negara dalam usaha mewujudkan pembangunan
ekonomi berperan dalam setiap proses kegiatan perekonomian. Wujud peran negara dalam bidang
ekonomiadalah melakukan penyertaan modal secara langsung dengan mendirikan perusahaan berupa
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendirian Badan Usaha
Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerahadalah sebagai alat produksi dan distribusi yang sesuai
dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 (Jafar, 2016). Sedangkan tujuan pendirian Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerahmenurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
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Hukum dan HAM Indonesia adalah menjadi pelaku pembangunan yang dapatmenunjang
perekonomian nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya.

Menurut Muryanto & Djuwityastuti (2014), sebagai salah satu agen pembangunan ekonomi,
pengelolaan Badan Usaha Milik Daerahbelum sebaik pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Hal ini
tampak dalam aspek hukum penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pengelolaan
Badan Usaha Milik Negarapenerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah diatur dalam
Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.
KEP.117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Tata kelola perusahaan yang baik Pada Badan Usaha
Milik Negara yang diperbarui menjadi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Badan Usaha Milik
Negara.

Belum diaturnya aspek sistem tata kelola perusahaan yang baik secara jelas dalam pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah menyebabkan dalam pengelolaan perusahaan masih jauh dari kesan
profesionalisme sebagai akibat penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan perusahaan (Muryanto,
& Djuwityastuti, 2014). Menurut Cahyaningrum (2018), buruknya kondisi BUMD disebabkan BUMD
belum dikelola dengan baik. Minimnya komitmen dan profesionalisme menyebabkan pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah terus merugi dan berdampak pada pelaksanaan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik.

Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang
untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika bisnis yang berlaku secara
umum (Muhammad, Husna & Suswaini, 2020). Tata kelola perusahaan yang baik perlu diterapkan
dalam pengelolaan perusahaan demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai
maksud dan tujuan pendirian perusahaan. Aspek penting dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik
adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), Komisaris, dan direksi serta adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai
entitas bisnis kepada semua pemangku kepentingan (Sulistyanto & Wibisono, 2003).

Perusahaan Umum Daerah yang didefenisikan menurut ketentuan Pasal 334 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik
Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan
Perusahaan Perseroan Daerah menurut ketentuan Pasal 339 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 dan
ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya
terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh satu daerah. Kedua BUMD tersebut memiliki perbedaan dalam hal penyertaan modal dari
pemerintah daerah. (Perdana, 2019)

Kajian dan penelitian tentang Badan Uasaha Milik Daerah telah banyak dilakukan dan beragam
temanya, antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Muryanto & Djuwityastuti, (2014) yang berjudul
Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance
(GCG) pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan
data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan untuk mencari model pengelolaan BUMD. Hasil
penelitian menunjukan ada dua model yang dapat digunakan untuk mengelola BUMD untuk
mewujudkan GCG yaitu: Pertama, konsep pengelolaan BUMD non Persero dengan menggunakan
swakelola mandiri. Kewenangan Pemda selaku pemegang otoritas dapat melakukan intervensi
kebijakan dengan menerbitkan peraturan pemerintah daerah baik peraturan gubernur/walikota/bupati
yang secara substansi mengatur tentang rencana strategis BUMD tersebut. Kedua, konsep pengelolaan
BUMD Persero dengan menggunakan model holding company dengan tipe prosedur terprogram dengan
group usaha kombinasi. Dipilihnya model holding company dengan tipe prosedur terprogram karena
tipe atau karakter jenis usaha yang ada di daerah beragam.
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Penelitian hukum yang dilakukan oleh Kusumo, (2016), mengenai Kajian yuridis Bentuk Hukum
BUMD di Bidang Perbankan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif yang meneliti
mengenai bentuk hukum BUMD di bidang perbankan pasca dibentuknya UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk hukum yang cocok untuk BUMD di bidang perbankan adalah
Perseroda, dan bukan Perusahaan umum daerah karena bidang perbankan bukan merupakan bidang
vital atau mempengaruhi hajat orang banyak. (Magdalena, 2018)

Penelitian hukum yang dilakukan oleh Jafar, (2016) dengan judul Pertanggungjawaban Hukum
Perusahaan Daerah Dengan Karakter Konvergensi Antara Hukum Privat Dengan Hukum Publik Dan
Perkembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan status hukum,
kemandirian dan sistem pengelolaan Perusahaan Daerah dengan karakter konvergensi antara Hukum
Privat dengan Hukum Publik serta prinsip pertanggungjawaban hukum Perusahaan Daerah dalam
sistem Hukum Indonesia. Hasil Penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan perusahaan yang
berkaitan dengan penggunaan harta kekayaan dan pertanggungjawaban anggaran perusahaan tunduk
pada Hukum Publik. Belum diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik menyebabkan
hampir seluruh Perusahaan Daerah dalam kondisi tidak sehat, mengalami kerugian dan tidak mampu
melakukan pelayanan publik dan mendapatkan keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah.Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Fokus penelitian
ini adalah mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pengelolaan BUMD
berbasis prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (Jafar, 2016).

Issu kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan perusahaan perseroan daerah menjadi
penting untuk dibahas karena sebagai pendiri, pemilik dan pemegang saham pemerintah daerah
mempunyai kewenangan yang besar sehingga pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dalam
pengelolaan perusahaan daerah. Selain itu, dalam pengelolaan perusahaan perseroan daerah,
pemerintah daerah juga berperan dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini
juga penting karena prinsip tata kelola perusahaan yang baik memberikan kerangka acuan bagi organ
perusahaan untuk bertindak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga terciptanya
pengawasan terhadap pengeloaan perusahaan yang mendukung terwujudnya perusahaan yang sehat
(Sjahdeini, 2009).

Sama halnya dengan BUMD di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya, pemerintah
daerah NTT belum secara objektif dan professional dalam mengelola BUMD sesuai prinsip tata kelola
perusahaan daerah yang baik. Sementara hal itu telah diatur sesuai ketentuan tata kelola perusahaan
yang baik pada Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana pelayanan publik di lingkungan Badan Usaha Milik
Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Tentu, Perusahaan Daerah yang telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik harus tercermin dalam kebijakan perusahaan. Saat ini Perusahaan Daerah di
berbagai daerah di Provinsi NTT sekalipun telah membentuk Tim Khusus untuk memuat Panduan
Good Corporate Governance, Pedoman Aturan Perilaku (code of conduct), mekanisme pelaporan atas
dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, serta dokumen blueprint IT/MIS PDAM
sebagai bentu acuan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Santo, 2017).

Sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatur mengenai prinsip-prinsip
penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan yang baik meliputi: a. Transparansi, yaitu keterbukaan
dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam rangka menyampaikan informasi
materiil dan relevan mengenai perusahaan; b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana BUMD
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat; c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan BUMD terlaksana seara efektif; d.
Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan BUMD terhadap peraturan perundang-
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undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; e. Kewajaran (fairness), yaitu
keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan -yang berlaku. Kendati demikian, kerap kali BUMD di
setiap daerah belum sepenuhnya dapat diwujudkannya secara baik dan benar. (Santo, 2017).

Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang “Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam
mengelola perusahaan perseroan daerah dalam mewujudkan perusahaan perseroan daerah berbasis
prinsip tata kelola perusahaan yang baik?”.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian hukum yuridis
normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang suatu aturan yang mengatur
mengenai kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan tersebut, menjelaskan
daerah kesulitan dan memprediksi pembangunan hukum dimasa depan (Marzuki, 2011). Sumber data
sekunder diperoleh dari penulusuran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, konsep-konsep mengenai prinsip tata kelola
perusahaan yang baik dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan perusahaan perseroan daerah.

Analisis bahan hukum dilakukan penulis menggunakan penelitian hukum normative, yakni
bahan hukum berupa norma hukum positif, mengkajinya secara deskriptif kualitatif. Proses analisis
dalam penelitian kualitatif, kegiatannya pada dasarnya dilakukan secara bersamaan dengan proses
pelaksanaan pengumpulan bahan hukum. Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, ada beberapa
aspek dalam analisis norma hukum positif yakni Bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian
diolah dengan menggunakan tahapan-tahapan 1) Inventarisasi bahan hukum yaitu kegiatan
mengolah sejumlah bahan hukum yang dipandang relevam sesuai judul penelitian dan substansi
masalah untuk mencari jawaban melalui proses penelitian; 2) Klasifikasi bahan hukum yaitu proses
memilah bahan/dokumen hukum primer, bahan/dokumen hukum sekunder dan bahan/dokumen
hukum tersier guna memudahkan dalam menganalisa pandangan-pandangan hukum yang
dibutuhkan untuk menjawab substansi masalah yang menjadi persoalan penelitian ini; 3)
Sistimatisasi bahan hukum yaitu menyusun secara sistematis materi bahan hukum yang berkaitan
dengan penelitian ini; 4) Verifikasi bahan hukum yakni melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap
kebenaran-kebenaran informasi dari bahan hukum-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini; dan 5) Interpretasi bahan hukum yakni penjabaran-penjabaran bahan hukum-bahan hukum yang
ada sebagai pijakan dalam pemecahan masalah penelitian ini (Sukanto, 1990 & Hartono, 1994).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah

Peran strategis negara dalam perekonomian merupakan kongkritisasi Indonesia sebagai negara
hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Supremasi hukum
menghendaki setiap aspek kehidupan diatur oleh undang-undang (Widiyastuti, 2019). Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, mengatur mengenai keterlibatan negara
dalam proses produksi, terutama yang berkaitan dengan bidang strategis. Hal ini bermakna negara
berwenang untuk secara langsung mengintervensi kegiatan ekonomi dan bisnis (Asnawi, 2016).

Landasan utama perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945
menyatakan bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi
ekonomi menghendaki kegiatan ekonomi yang ditopang oleh semua unit ekonomi baik perusahaan
swasta perorangan maupun badan usaha dan pemerintah untuk tujuan demi kemakmuran bersama
dibawah pengawasan Negara (Widiyastuti, 2019). Semua unit ekonomi dimaksud adalah dengan
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memperhatikan sifat usahanya yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan
umum (Asnawi, 2016).

Pemerintah daerah sebagai perangkat negara di daerah diberikan peran yang besar untuk untuk
mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah. Sesuai prinsip desentralisasi dan otonomi daerah
yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat
memberikan kewenangan, keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk mengembangkan
pembangunan ekonomi berdasarkan potensi daerahnya (Marbun, 2005). Peran pemerintah dalam
mewujudkan pembangunan ekonomi merupakan penjabaran dari konsep ajaran negara hukum
modern yang dikenal dengan konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan
menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menyejahterakan
masyarakatnya. Pemerintah terlibat aktif dalam upaya meningkatkan segala aspek kehidupan
masyarakat baik persoalan ekonomi, sosial, hingga hukum dan keamanan. Penyelenggaraan
pemerintahan yang didasarkan pada konsep desentralisasi, memberikan sebagian hak menguasai
negara kepada pemerintah daerah untuk turut serta dalam menjalankan fungsi ekonomi, khususnya
fungsi kewirausahaan Negara (Djadjuli, 2018). Oleh sebab itu dalam bidang ekonomi, pemerintah
daerah dapat mendirikan perusahaan perseroan daerah untuk mengelola potensi daerah dan
meningkatkan perekonomian daerah yang didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang
usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
menegaskan bahwa kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum, penyertaan
modal daerah, ketentuan mengenai RUPS, ketentuan mengenai kewenangan anggota direksi
perusahaan perseroan daerah, laporan tahunan bagi perusahaan perseroan daerah, penggunaan laba
perusahaan perseroan daerah, semauaya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang
mengatur mengenai perseroan terbatas. Akibatnya perusahaan perseroan daerah menurut Pasal 4
ayat (5) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD harus mengikuti semua ketentuan sebagaimana
yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan
terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan atas dasar
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham
(Kansil & Kansil, 2009).

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD
kedudukan pemerintah daerah pada perusahaan perseroan daerah mewakili pemerintah daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dalam fungsinya tersebut pemerintah,
daerah berkedudukan sebagai pemegang saham.Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu
pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT diatur bahwa dengan
kepemilikan saham minimal 51%, maka pemerintah daerah mewakili daerah sebagai pemegang
saham mayoritas dan dapat mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini
berbeda dengan perusahaan umum daerah dimana pemerintah daerah berkedudukan sebagai
pemilik modal. (Sulistyawati, dkk, 2015)

Rapat Umum Pemegang Saham menurut pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang BUMD adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan
tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak
diserahkan kepada direksi atau komisaris. Dengan demikian dalam kedudukannya sebagai
pemegang saham mayoritas, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam perusahaan
perseroan daerah dan dapat menentukan kebijakan perusahaan perseroan daerah dalam batas yang
ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar (Kurniawan, 2014).

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pengelolaan perusahaan berbasis prinsip
tata kelola perusahaan yang baik, maka penerapan prinsip ini menjadi bagian yang sangat penting
dalam melakukan pembenahan dan pengembangan pengelolaan perusahaan. Menurut Sukmawati
(2004), bahwa sebagai akibatnya, maka setiap organ perusahaan harus berusaha mencerminkan
prinsip-prinsip tersebut. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan
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nilai perusahaan perseroan daerah. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada
pengelolaan perusahaan perseroan daerah dapat mendatangkan keuntungan bagi daerah yang
ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

3.2. Arti Penting Tata kelola perusahaan yang baik dalam Pengelolaan Perusahaan Perseroan

Daerah

Isu corporate governance hadir sejak diperkenalkannya pemisahan antara kepemilikan dan
pengelolaan perusahaan. Robert I. Tricker, dalam tulisannya ”Corporate Governance-Practices,
Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors” memperkenalkan secara
eksplisit istilah pcorporate governance ada tahun 1984 (Suprayitno & Indonesian Institute for Corporate
Governance, 2007). Sedangkan istilah good corporate governance diperkenalkan oleh Cadbury
Committeetahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report (Sulistyanto &
Wibisono, 2013).

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik semakin diminati dan mendapat tempat di bidang
hukum ekonomi dan bisnis serta bidang hukum perusahaan karena diyakinibahwatata kelola
perusahaan yang baik merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan
menguntungkan dalam jangka panjang dan dapat memenangkan persaingan bisnis global, terutama
bagi perusahaan yang telah mampu berkembang. Latar belakang terjadiny krisis ekonomi dunia,
terkhusus di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena gagal menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik (Asri, 2012).

Menurut The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bahwa di tahun 2008
melakukan pengembangan secara umum dan mengeluarkan seperangkat prinsip tata kelola
perusahaan yang baik yang dapat dipakai sebagai referensi di berbagai negara. Prinsip-prinsip Tata
kelola perusahaan yang baik yang dikembangkan OECD adalah: 1) Perlindungan terhadap hak-hak
pemegang saham. Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu melindungi
hak-hak para pemegang saham; 2) Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham; 3)
Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan; 4) Keterbukaan dan Transparansi; 5)
Akuntabilitas Dewan Komisaris (Supriatna & Ermond, 2019). Menurut, The Australian Stock Exchange
(ASX) juga mengatur tentang penerapan prinsip Tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan
publik untuk memperkuat daya tahan perusahaan. Organisasi ini membawa misi yaitu menciptakan
kerangka dasar Tata kelola perusahaan yang baik yang dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan
bagi perusahaan publik, para investor, maupun yang bergerak dalam bidang pasar uang dan pasar
modal serta masyarakat bisnis Australia pada umumnya (Herwidayatmo, 2000).

Prinsip-prinsip Tata kelola perusahaan yang baik menurut The ASX (The Principles of Good
Corporate Governance and Best Practice Recommendation), adalah: 1) Membangun landasan kerja yang
kuat bagi manajemen perusahaan; 2) Menyusun struktur organisasi yang dapat menjamin efektivitas
kerja dan meningkatkan nilai perusahaan; 3) Memperkenalkan pengambilan keputusan yang etis dan
bertanggung jawab; 4) Menjaga integritas dalam pelaporan keuangan; 5) Mengungkapkan semua
informasi tentang kondisi dan perkembangan perusahaan kepada para pemegang saham secara tepat
waktu dan seimbang; 6) Menghormati hak dan kepentingan para pemegang saham; 7) Mendasari
adanya resiko bisnis dan mengelolanya secara profesional; 8) Mendorong peningkatan kinerja
manajemen perusahaan; 9) Menjamin pemberian balas jasa pimpinan dan karyawan perusahaan
secara adil dan dapat dipertanggung jawabkan; 10) Memahami hak dan kepentingan para pemegang
saham atau stakeholders yang sah (Herwidayatmo, 2000).

Tata kelola perusahaan yang baiksebagai sebuah konsep memiliki beberapa defenisi. Sejumlah
negara dan organisasi internasional mempunyai definisi tersendiri tentang tata kelola perusahaan
yang baik. Menurut Center for European Policy Studies (CEPS), tata kelola perusahaan yang baik
merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta pengendalian, baik
yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Hak dimaksud adalah tidak hanya
terbatas kepada hak pemegang saham namun lebih luas yaitu hak seluruh stakeholders. Menurut
Finance Committee on Corporate Governance Malaysia, tata kelola perusahaan yang baik merupakan
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suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan
urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan dan akuntabilitas perusahaan. Tujuan
akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
berbagai kepentingan para stakeholder. Sedangkan Kelompok Negara Maju (OECD), mendefinisikan
tata kelola perusahaan yang baik sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada
shareholder-nya, yaitu para pengambil keputusan diperusahaan harus mampu memberikan nilai
tambah bagi shareholders (Ningsih, 2008).

Di Indonesia, istilah governance diterjemahkan sebagai pengaturan. Dalam konteks tata kelola
perusahaan yang baik disebut sebagai tata pamong. Sehingga tata kelola perusahaan yang baik
didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ
perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan
dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan haksemua pemangku kepentingan yang
berkaitan dengan pengelolaan perusahaan serta berlandaskan peraturan perundangan dan norma
yang berlaku (Mutmainah, 2015).

Beragamnya defenisi tata kelola perusahaan yang baik di atas tidak terlepas dari teori-teori yang
melandasi lahirnya prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Teori-teori tersebut, adalah (a) teori
pemegang saham (shareholding theory), dan (b) teori stakeholder (stakeholding theory) (Arifin, 2005).
Shareholding theory mengemukakan bahwa perusahaan yang didirikan dan dikelola dengan tujuan
untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham. Prioritas kepada pemegang saham
sebagai akibat dari investasi saham yang dilakukannya.Shareholding theorydiperkenalkan oleh
Adam Smith pada tahun 1776 dan disebut sebagai teori korporasi klasik. Definisi tata kelola
perusahaan yang baik menurut shareholding theory yang diberikan oleh Monks dan Minow (1995),
yaitu hubungan berbagai partisipan (pemilik/investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan
kinerja korporasi. Menurut Shleifer dan Vishny, menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang
baiksebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil
(return) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.Sedangkan menurut stakeholding theoryyang
diperkenalkan oleh Freeman (1984), mengatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan
dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar
perusahaan.pengertian ini mencakup pola hubungan antara karyawan, pelanggan, kreditur, suplier,
dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi (Arifin, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, walaupun secara umum menunjukan bahwa penerapan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik pada tiap negara tidaklah sama namun kesepakatannya nilai-nilai
positif dari prinsip tata kelola perusahaan yang baikadalah untuk menjaga konsistensi perusahaan
dalam melakukan berbagai macam tindakan menuju kearah kinerja yang lebih profesional.
Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara profesional oleh perusahaan akan
membawa perusahaan kearah kemajuan namunjikatidak maka berbagai masalah akan berkembang
sehingga dapat mempengaruhi etika kerja dari sumber daya perusahaan. Menurut Azre, (2017)
bahwa kerugian dan kegagalan dalam pengelolaan perusahaan perseroan daerah disebabkan oleh
sikap dan cara pengelolaan yang tidak menerapkan nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik
secara tepat. Untuk menjaga agar perusahaan tetap stabil, maka semua sumber daya perusahaan
harus mampu menjaga efektivitas, efisiensi dan produktivitas dari sarana, kewajiban dan keadilan
dalam pengelolaan perusahaan. Keadaan keuangan dan keuntngan perusahaan harus berada dalam
keseimbangan yang tepat dan harus dikelola secara patuh dan sesuai dengan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik. (Taruno, dkk,2015)

Aspek penting tata kelola perusahaan yang baik yakni adanya empat prinsip utama yaitu:
pertama, Prinsip Fairness, secara sederhana fairness dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil
dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta
peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal,
sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor, khususnya pemegang
saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Kedua, Prinsip Transparency, transparansi bisa
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diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Ketiga, Prinsip Accountability,
akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertangungjawaban organ perusahaan
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Keempat, Prinsip Responsibility,
pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan
terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga arti
penting penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan secara
sederhana adalah memberikan kerangka untuk dipatuhi sehingga dimungkinkan adanya
pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan perusahaan dan dapat mendukung diwujudkannya
perusahaan yang sehat (Sjahdeini, 2009).

3.3. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang

Baik terhadap Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan perseroan daerah merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem
perekonomian nasional selain badan usaha swasta dan koperasi (Jafar, 2016). Peranan perusahaan
perseroan daerah dalam sistem perekonomian nasional adalah menghasilkan barang dan/atau jasa
yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat dan merupakan salah satu
sumber penerimaan daerah yang signifikan. Walaupun pada tataran implementasi keberadaan
perusahaan perseroan daerah menjadi unik, variatif dan berat dalam bersaing (Yulianto, 2000).

Pelbagai penelitian mengisyaratkan tidak dikelolanya perusahaan perseroan daerah secara baik
disebabkan perusahaan perseroan daerah belum memiliki budaya perusahaan yang berdampak pada
visi dan misi perusahaan. Pengelolaan perusahaan perseroan daerah belum sesuai dengan prinsip-
prinsip manajemen bisnis yang baik atau berdasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik
sebagai akibat dari campur tangan pemerintah daerah dalam operasional perusahaan. Intervensi
pemerintah daerah dinilai kebal dari segala kritik, sehingga membuat pengelolaan perusahaan
perseroan daerah cenderung tidak mendatangkan keuntungan dan tidak mampu bersaing. Akibatnya
dalam pengelolaan perusahaan memperlihatkan ketidaksiapan untuk menghadapi lingkungan bisnis
yang terus berubah (Tuifiq, 2015).

Penelitian yang dilakukan Santo, (2017) menunjukan bahwa pengelolaan perusahaan perseroan
daerah adalah PT Flobamor, Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi NTT. PT Flobamor
didirikan dengan Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT). Hasil penelusuran regulasi atas
tujuan didirikan PT Flobamor, antara lain: a) Meningkatkan daya saing perusahaan dalam
mengantisipasi perkembangan ekonomi global dengan memfokuskan pada usaha-usaha yang
produktif serta peluang dan sesuai mekanisme pasar; b) Meningkatkan fungsi dan peran perusahaan
agar lebih produktif untuk mendukung perekonomian daerah dan memberikan sumbangan yang
signifikan terhadap PAD; c) Meningkatkan struktur permodalan perusahaan dengan memberikan
kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk ikut serta menanamkan modalnya agar tidak tergantung
pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d) Turut membantu dan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari laba Badan Usaha
Milik Daerah; d) Dalam operasinya perusahaan akan lebih memaksimalkan profit dengan tidak
mengurangi pelayanan sosial; dan e) Manajemen pengelola akan lebih efisien dan profesional. (Perda
Provinsi NTT Nomor 19 Tahun 2009 tentang PT Flobamor)

Lebih lanjutnya ditemukan Santo, (2017) bahwa sekalipun PT Flobamor terikat dan tunduk
kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas akan tetapi, hal ini membuat PT Flobamor lebih baik
dalam menjalankan bisnisnya secara baik dan sehat. Tentu memberikan keuntungan serta memberi
kontribusi ke kas pemerintah daerah (Silondae, dkk, 2011). Kendatipun demikian, kerap kali dalam
perjalanan usaha PT Flobamor belum memberikan kontribusi positif bagi peningkatan Pendapatn
Asli Daerah Pemerintah Provinsi NTT. Terungkap dengan pendapat Fraksi Partai Golkar DPRD
Provinsi NTT menilai PT Flobamor mendapatkan beban pengelolaan yang tidak sesuai prinsip tata
kelola perusahaan yang baik, PT Flobamor perlu membenahi core bisnisnya dan harus profesional
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dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau
prinsip Tata kelola perusahaan yang baik. Penulis pun setelah menelusuri dokumen laporan Fraksi
Partai Golkar terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019
yang disampaikan dalam Rapat Pariprna DPRD Provinsi NTT, 22 Juni 2020, target Pendapatan Asli
Daerah yang dibebankan kepada PT Flobamor pada tahun 2019 sebesar 500 juta rupiah tidak mampu
dipenuhi bahkan perusahaan ini mengalami kerugian sebesar Rp. 440.639.575. Suntikan dana kepada
PT Flobamor menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemeritah Provinsi NTT.
(Santo, 2017).

Perkembangan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia dinilai sangat
terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Konsep tata kelola perusahaan yang
baik di Indonesia diperkenalkan ketika pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF)
menandatangani nota kesepemahaman dalam rangka pemulihan ekonomi (economy recovery) pasca
krisis tahun 1997. Selanjutnya pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Indonesia untuk
Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policies) mengeluarkan The Indonesia
Codefor Tata kelola perusahaan yang baik sebagai pedoman dalam penerapan prinsip Tata kelola
perusahaan yang baik bagi masyarakat bisnis, yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan
pemegang saham, fungsi direksi dan dewan komisaris, sekretaris perusahaan, sistem audit,
pemangku kepentingan, pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, kerahasiaan, etika
bisnis dan praktik korupsi, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup (Kaihatu, 2006).

Keutamaan prinsip Tata kelola perusahaan yang baik adalah memberikan panduan kepada
komponen perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan komisaris untuk mengerti
dan memahami hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sehingga masing-masing komponen
mampu melaksanakan tugas secara professional. Dengan demikian semua organ perusahaan dapat
mengamankan investasi dan aset perusahaan (Arief, 2009). Dalam hal ini Direksi harus memiliki
sistem dan pengawasan internal, yang meliputi bidang keuangan, operasional, manajamen resiko dan
kepatuhan. Sedangkan Komisaris menjaga agar tidak terjadi mismanagement dan penyalahgunaan
wewenang oleh direksi dan para pejabat eksekutif perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham
dapat melakukan semua kewenangan yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab
(Asri, 2012).

Prinsip Tata kelola perusahaan yang baikjika diterapkan dengan baik dapat meningkatkan nilai
tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa hal sebagai berikut:
a) meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan
kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya
dan merupakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan; b) meningkatkan
legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan; c)
mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan stakeholders (Asri, 2012).

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada pengelolaan perusahaan secara
normatif dan hukum telah menjadi kewajiban (Nuryan, 2016). Dalam Pasal 343 Undang-
UndangNomor 23 Tahun 214 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92 Peratauran Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur tentang kewajiban menerapkan tata Kelola
perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan daerah. Tujuan penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan perseroan daerah adalah untuk mencapai
tujuan perusahaan yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan tersebut hanya akan tercapai
jika perusahaan mampu mengoptimalkan nilai kerja perusahaan sehingga memiliki daya saing yang
kuat. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik mendorong organ perusahaan perseroan daerah untuk
bertindak secara profesional, efisien, dan efektif. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
menjadi acuan agar organ perseroan mampu membuat keputusan dan menjalankan tindakan
dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
(Magdalena, 2018).
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Menurut Nuryan (2016), peran pemerintah daerah dalam pengelolaan perusahaan perseroan
daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni 1) Dalam Prinsip Fairness,
sebagai pemegang saham mayoritas, pemerintah daerah dapat mewujudkan perlindungan terhadap
pemegang saham minoritas. Peran pemerintah daerahsesuai prinsip ini adalah membuatperaturan
yang jelas agar seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent, sehingga dapat
memberikan perlindungan kepentingan kepada pemegang saham secara jujur dan
adil. Prinsipfairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara
beragam kepentingan dalam perusahaan; 2) Dalam Prinsip Transparency, untuk mewujudkan
prinsip transparansi, peran pemerintah daerah adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham harus
memastikan ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak
yang berkepentingan dengan perusahaan perseroan daerah. Sehinggapemangku kepentingan dapat
mengetahui risiko yang mungkin terjadi sertamemungkinkan terjadinya efisiensi dalam pengelolaan
perusahaan; 3) Dalam Prinsip Accountability, peran pemerintah daerah adalah membetuk komite
audit yang independent dan kredibel sehingga audit internal perusahaan dapat berjalan efektif
sehingga perusahaan dapat mencapai target tujuan pendirian. Penerapan prinsip ini akan
memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang
saham, dewan komisaris, serta direksi; dan 4) Dalam Prinsip Responsibility, peran pemerintah daerah
adalah memperhatikan dan mengevaluasi bahwa pengelolaan perusahaan telahsesuai danpatuh
terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Peraturan yang berlaku
meliputi masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/
keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. (Nuryan, 2016)

Jadi dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, pemerintah daerah mempunyai
kewenangan yang besar untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
dalam pengelolaan perusahaan perseroan daerah. sebagaimana pun dijelaskan Darmawati, (2003)
bahwa wewenang pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas sesuai esensi prinsip tata
kelola perusahaan yang baik adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja
manajemen. Peran pemerintah daerah adalah mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan terutama terhadap direksi, komisaris,
dan pegawai perusahaan. (Darmawati, 2003)

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, khususnya dalam
pengeloaan perusahaaan perseroan daerahmasih terdapat kendala. Kendala dalam pengelolaan pada
tataran pelaksanannya, dibagi atas tiga, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang
berasal dari struktur kepemilikan (Nuryan, 2016). Kendala internal meliputi kurangnya komitmen
dari pemerintah daerah, pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari
pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan
yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta belum
efektifnya sistem pengendalian internal. Kendala eksternal dalam pelaksanaan corporate governance
terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum. Perusahaan perseroan daerah harus
mendatangkan keuntungan sehingga dapat disebut sebagai perusahaan yang sehat sesuai dengan
tututan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pengelolaan perusahaan perseroan daerah harus
mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan asli daerah
yang menjadi sumber keuangan daerah. Kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari
struktur kepemilikan. Kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki
secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan
oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik
dan dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan sehingga mengurangi nilai
perusahaan. (Nuryan, 2016)

Untuk mengatasi kendala tersebut diatas maka perusahaan memiliki sistem pengendalian
internal yang efektif. Perusahaan perseroan daerah harus mempunyai sistem yang menjamin
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pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab secara adil di antara organ perusahaan dan manajeman
perusahaan. Selain itu, pemerintah daerah seharusnya mempunyai visi dan misi yang kuat untuk
ikut aktif dalam mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik yang dikembangkan dalam perusahaan terutama terhadap direksi, komisaris,
dan pegawai perusahaan. Peralihan status bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi
perusahaan perseroan terbatas diharapkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan
terwujud (Muhammad, 2020). Namun hal ini bergantung pada penerapan dan kesadaran dari organ
perusahaan perseroan daerah terutama pemerintah daerah dalam kedudukannya sebagai pemegang
saham mayoritas akan pentingnya prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam dunia usaha.
Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baikakan mampu meningkatan kinerja perusahaan
melalui pemantauan dan pengawasan kinerja manajemen oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Pemantauan kinerja dimungkinkan dengan adanya kewajaran, keterbukaan informasi, akuntabilitas
dan pertanggungjawaban manajemen terhadap pemegang saham dan stakeholders. Pengawasan
yang berjalan efektif akan menciptakan mekanisme saling kontrol sehingga dapat mewujudkan
pengelolaan perusahaan perseroan daerah berbasis prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

4. CONCLUSION

Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam pengelolaan perusahaan perseroan daerah
dalam kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas (sebagai pemilik perusahaan). Hal ini
mengakibatkan pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi mewujudkan pengelolaan
perusahaan daerah berbasis prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai pemegang saham
mayoritas pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan
komisaris.

Kewenagan pemerintah daerah pada tataran implementasi sekalipun terdapat kendala,
kendatipun demikian, kerap kali dapat diukur dari kendala internal, kendala eksternal, dan kendala
yang berasal dari struktur kepemilikan. Upaya dalam mengatasinya yakni pemerintah daerah harus
mempunyai visi dan misi yang kuat dalam mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dikembangkan dalam perusahaan terutama terhadap
direksi, komisaris, dan pegawai perusahaan perseroan daerah. Prinsip GCG memberikan panduan
kepada komponen perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan komisaris untuk
mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga masing-masing komponen
mampu melaksanakan tugas secara professional.
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